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ABSTRAK 

 

Digitalisasi administrasi persidangan agama melalui aplikasi e-Court 

merupakan inovasi strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

aksesibilitas dalam sistem peradilan. Dalam konteks hukum responsif, langkah 

ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat modern, 

dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, fleksibilitas, dan 

inklusivitas. Namun, penerapan ini tidak terlepas dari tantangan seperti 

kesenjangan digital, keamanan data, dan literasi teknologi, yang perlu dikelola 

secara efektif.   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data 

diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk peraturan 

perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi terkait 

digitalisasi administrasi peradilan agama. Analisis dilakukan secara deskriptif 

kualitatif dengan metode induktif, yang menghubungkan kaidah-kaidah khusus 

untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini berfokus 

pada penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi peradilan 

secara elektronik di Pengadilan agama, dengan memperhatikan aspek biaya, 

efisiensi waktu, dan tata kelola persidangan.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Court di 

Pengadilan agama mencerminkan integrasi prinsip hukum responsif. 

Digitalisasi ini meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, mengurangi 

hambatan administratif, dan menciptakan transparansi yang lebih baik dalam 

proses hukum. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses teknologi dan 

risiko keamanan data memerlukan perhatian khusus. Dengan pengelolaan yang 

tepat, digitalisasi administrasi peradilan agama diharapkan dapat menjadi 

wujud modernisasi hukum yang responsif, inklusif, dan relevan dengan 

tuntutan masyarakat modern.   

 

Kata Kunci : Hukum Responsif, Digitalisasi Pengadilan, E-Court, Pengadilan 

Agama   
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ABSTRACT 

 

 

The digitization of religious Court administration through the e-Court 

application is a strategic innovation to improve efficiency, transparency and 

accessibility in the justice system. In the context of responsive law, this step 

reflects the adaptation of law to the needs of modern society, taking into 

account the principles of substantive justice, flexibility and inclusiveness. 

However, this implementation is inseparable from challenges such as the 

digital divide, data security, and technological literacy, which need to be 

managed effectively. 

This research used a qualitative approach with a descriptive-analytical 

type of library research. Data were obtained from various primary and 

secondary sources, including laws and regulations, scientific literature, and 

official documents related to the digitization of religious Court administration. 

The analysis was conducted descriptively qualitatively using the inductive 

method, which connects specific rules to produce general conclusions. This 

research focuses on the implementation of Supreme Court Regulation No. 7 of 

2022 on the electronic administration of justice in religious Courts, with regard 

to aspects of cost, time efficiency, and trial governance.  

The results show that the implementation of e-Court in religious Courts 

reflects the integration of responsive legal principles. This digitization 

improves public access to justice, reduces administrative barriers, and creates 

greater transparency in the legal process. However, challenges such as unequal 

access to technology and data security risks require special attention. With 

proper management, digitization of religious Court administration is expected 

to become a form of legal modernization that is responsive, inclusive, and 

relevant to the demands of modern society. 

Keywords: Responsive Law, Court Digitalization, E-Court, Religious Court 
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MOTTO 

 

 

 

 

”Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan didiamkan saja setelah 

mengatakan Saya beriman? Padahal keimanan hanya terbukti  

dengan ujian” 

al-Quran Surah al-Ankabut ayat 2 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembaruan Pengadilan berbeda dari pembaruan dalam lembaga 

eksekutif serta legislatif, yang berfokus pada pembaruan sistem politik. 

Pembaruan juga bukan berarti reorganisasi, tukar jabatan promosi mutasi 

dengan hanya memindahkan kotak-kotak pada struktur organisasi, 

pembaruan lebih berkaitan dengan menata kembali organisasi dan sistem 

kerja dengan cara memperbarui sasaran, insentif, pertanggungjawaban, 

distribusi kekuasaan, dan budaya. Melakukan pembaruan tidak hanya 

menghilangkan inefisiensi, kecurangan, dan penyelewengan, serta bukan 

mengenai kajian efisiensi yang menghasilkan sebuah daftar perubahan 

instan untuk menghemat uang. Akan tetapi pembaruan sebagai upaya 

penciptaan organisasi pemerintah yang secara konsisten mencari cara untuk 

menjadi lebih efisien.1 Salah satu objek pembaruan yang harus segera 

dilakukan oleh lembaga Pengadilan adalah sistem birokrasi dan 

administrasi.  

Birokrasi dan administrasi merupakan alur pelayanan yang apabila 

terus di perbaharui ke arah yang lebih efektif dan efisien maka yang akan 

menerima manfaat adalah masyarakat, hal ini tentunya sejalan dengan 

 
1 David Osborne dan Peter Plastrik, Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for 

Reiventing Government, alih bahasa Abdul Rosyid, (Jakarta: Penerbit PPM, 2018), hlm. 12-13. 
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tujuan dari birokrasi dan administrasi yaitu untuk memberikan pelayanan 

yang maksimal terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat langsung 

dari setiap kebijakan yang dihasilkan dari sistem birokrasi, oleh sebab itu 

alur birokrasi harus memperhatikan kepentingan masyarakat, agar 

manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. 

Secara ideal, birokrasi dan administrasi bersifat sangat rasional serta 

impersonal tanpa subjektif apapun, karena sifatnya yang impersonal 

bagaikan mesin, maka birokrasi menjadi sangat efektif di masyarakat.2 Oleh 

sebab itu birokrasi harus disusun dengan mempertimbangkan keadaan sosial 

masyarakat, agar penerapannya bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki 

masyarakat, selain itu birokrasi harus terus berusaha untuk memperbarui 

sistem yang bertujuan untuk menjadikan birokrasi tersebut efektif dalam 

melayani masyarakat.  

Begitu juga dalam birokrasi administrasi persidangan di Pengadilan 

pembaharuan birokrasi administrasi di Pengadilan harus berorientasi pada 

pelayanan yang efektif bagi masyarakat pencari keadilan. Namun terkadang 

yang menjadi persoalan adalah ketika birokrasi dan admininstrasi 

persidangan disusun  dengan  tujuan meringankan dan membantu pelayanan 

terhadap masyarakat, justru memberatkan dan mempersulit masyarakat, 

karena belum siapnya sumberdaya manusia, baik pelaku birokrasi 

administrasi maupun masyarakat pencari keadilan serta sarana dan 

prasarana penunjang . 

 
2 Onghokham, Rakyat dan Negara, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm.78. 
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke III, yang 

berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum3 menempatkan hukum 

dan segala birokrasi yang berkaitan dengan penegakan hukum sebagai 

panglima yang mengawal jalannya Negara. Sebagai turunannya Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah 

ditetapkan sebagai referensi utama yang mengatur mekanisme dan prinsip-

prinsip dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang berfungsi sebagai 

pilar penting dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi. 

Undang-undang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan 

kehakiman bersifat independen, artinya hakim diberi kekuasaan untuk dapat 

mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta tanpa tekanan dari 

eksekutif atau legislatif. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses 

peradilan, sehingga masyarakat dapat meyakini bahwa setiap perkara 

diputuskan secara objektif dan adil.4 Dengan demikian, Undang-undang 

kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai fondasi yang memperkuat 

sentralitas sistem peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan di 

masyarakat. Prinsip "justice is blind", yang menjamin perlakuan sama di 

hadapan hukum bagi setiap orang, telah dijamin keberadaannya melalui 

undang-undang ini. Salah satu instrumen yang menjadi barometer untuk 

 
33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). 

4 Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, (Manado: Arus 

Timur 2012), hlm.1. 
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menetukan perlakuan sama di depan hukum bagi masyarakat adalah hukum 

acara. 

Hukum acara adalah aturan yang mengatur tatacara jalannya 

persidangan baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, yang bertujuan 

untuk menjamin adanya proses hukum yang adil, perlakuan yang sama di 

depan hukum, sesuai dengan prosedur dalam penegakan hukum. 

Hukum acara bukan sekadar aturan tertulis yang kaku, hukum acara 

merupakan sistem dinamis, yang disusun berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang di dalamnya berisi kerangka dasar beracara dan prosedur-

prosedur beracara yang baku. Putusan Pengadilan (yurisprudensi) 

menginterpretasi dan memberikan pedoman praktis. Adat istiadat turut 

mewarnai proses peradilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa di 

masyarakat tertentu. Doktrin hukum, hasil pemikiran para ahli, memberikan 

analisis kritis dan wawasan teoritis.  Keempat sumber hukum ini 

berinteraksi dan saling melengkapi, menjaga relevansi hukum acara.  

Begitu juga dalam hukum acara perdata Kodifikasi secara utuh atas 

hukum acara perdata Indonesia masih berproses.5 Berbagai peraturan 

perundang-undangan yang saling berkaitan membentuk sumber hukum 

acara perdata.  Hukum acara perdata Indonesia, misalnya,  mengacu pada 

HIR/RBg, RV, Buku IV BW, dan sejumlah Undang-Undang. Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

 
5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pustaka, 2013), hlm. 8-10. 
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Undang Nomor 3 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membentuk 

kerangka hukumnya. Kompleksitas ini menuntut pemahaman komprehensif 

untuk penerapan hukum acara perdata yang tepat dan efektif.6 

Tujuan penyusunan berbagai sumber hukum tersebut adalah untuk 

mempercepat waktu, menyederhanakan proses, dan mengurangi biaya bagi 

pencari keadilan, sesuai prinsip segera, simpel, serta anggaran yang tidak 

memberatkan. Realitas yang terjadi sering jauh dari tujuan yang ingin 

dicapai, sering ditemui proses beracara di Pengadilan yang panjang dan 

berbelit serta mahal, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, putusan sampai 

dengan terbitnya produk pengadilan. Mahkamah agung sebagai pemegang 

kekuasaan yudikatif sudah berusaha untuk menjawab persoalan ini yaitu 

untuk mempercepat penyelesaian perkara, Mahkamah agung memberikan 

tenggat waktu empat bulan bagi Pengadilan tingkat banding telah ditetapkan 

melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 (13 

Maret 2013).  

 
6 Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 19. 
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Pengadilan tingkat pertama harus menyelesaikan berkas perkara 

dalam waktu maksimum lima bulan. Apabila diperlukan lebih banyak 

waktu, majelis hakim diharuskan melapor kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Pertama, yang akan meneruskan laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Begitu juga di tingkat banding, 

manakala perkara belum selesai setelah empat bulan berlalu, Majelis hakim 

harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah 

Agung. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Mahkamah Agung sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi di bidang yudikatif harus melakukan 

pembaruan sistem administrasi persidangan yang lebih modern dan 

administrasi persidangan elektronik diharapkan bisa mengurangi waktu serta 

biaya yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat. 

November 2015 menandai sebuah langkah penting bagi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung menyelenggarakan sebuah 

kompetisi inovasi,  sebuah inisiatif strategis untuk mendorong modernisasi 

dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Kompetisi ini mencerminkan 

komitmen lembaga untuk terus berbenah guna memberikan pelayanan yang 

lebih responsif terhadap masyarakat mencari keadilan. Harapannya, inovasi-

inovasi yang terlahir dari sebuah kompetisi ini akan meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan aksesibilitas terhadap sistem peradilan di Indonesia. 

Inovasi-inovasi seperti pemberian informasi melalui Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) online, pendaftaran perkara secara daring dan SMS 

gateway menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk mempermudah 
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akses dan meningkatkan efisiensi pelayanan baik efisiensi waktu maupun 

biaya. Adanya hotline pengaduan juga memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk memberikan masukan atau keluhan secara langsung. 

Pelaksanaan amanat Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diwujudkan melalui tindakan 

Mahkamah Agung.  Tanggung jawab krusial untuk melayani pencari 

keadilan telah diemban oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan 

peradilan di bawahnya. Hambatan dan kendala akses keadilan telah 

berupaya diatasi secara aktif untuk menggapai prinsip peradilan yang 

sederhana, cepat, dan terjangkau. Komitmen yang memastikan kesetaraan 

akses keadilan bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial 

ekonomi, telah ditegaskan.  Inovasi, efisiensi, dan komitmen berkelanjutan 

dari seluruh elemen sistem peradilan diperlukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi 

telah berlangsung dengan sangat cepat, menjadikannya kebutuhan utama 

bagi semua lapisan masyarakat. Kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini 

hampir sepenuhnya terikat pada kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan 

informasi publik kini menjadi tuntutan yang kuat dari masyarakat dan 

merupakan paradigma yang tidak dapat dihindari. Melalui penerapan 

kemajuan teknologi informasi, pelayanan publik dapat mengusung prinsip 

transparansi, kesederhanaan, kepastian biaya dan waktu, kemudahan akses, 

kenyamanan, serta keamanan, sehingga dapat dengan mudah 
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diimplementasikan dalam pelaksanaan layanan. Untuk meningkatkan 

prinsip dan dasar akses terhadap keadilan, kekuasaan kehakiman yang 

dipimpin Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya 

berkomitmen menggunakan kemajuan teknologi informasi guna mencapai 

pelayanan publik yang lebih optimal. 

Mahkamah Agung berkomitmen memanfaatkan teknologi informasi 

supaya dapat meningkatkan pelayanan di masyarakat. Salah satu wujud 

komitmen tersebut adalah penerapan administrasi persidangan elektronik. 

Sistem administrasi persidangan telah diimplementasikan secara elektronik 

oleh Mahkamah Agung dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan agar 

menjadi lebih baik. Aplikasi ini menyediakan fitur pendaftaran perkara 

secara daring. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa membayar secara 

online. Pemindahan dokumen persidangan, seperti jawaban, replik, duplik, 

dan kesimpulan, difasilitasi oleh aplikasi. Pemanggilan dari para dari pihak 

dilakukan sistem online dan melalui surat tercatat. Pembacaan putusan pun 

telah diintegrasikan ke dalam sistem online. Peluncuran aplikasi e-Court ini 

akan sangat dapat membantu masyarakat terutama dari segi pendaftaran 

perkara akan menghemat waktu dan biaya. Bahkan upaya memberikan 

pelayanan yang paripurna bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan 

pemahaman teknologi, setiap Pengadilan memberikan pendampingan 

khusus. Meja yang berada di pojok e-Court telah disiapkan untuk 

memberikan sebuah pendampingan bagi masyarakat yang ingin mendaftar 

perkara. Petugas Pengadilan yang bertugas di sana memberikan informasi 
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tentang e-Court kepada mereka yang mencari keadilan.  Informasi mengenai 

akses dan penggunaan e-Court disampaikan secara aktif oleh petugas 

kepada masyarakat. 

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi 

sistem peradilan di Indonesia melalui implementasi administrasi 

persidangan elektronik, yang merupakan respon terhadap tuntutan 

masyarakat akan pelayanan peradilan yang lebih cepat, efisien, dan 

transparan. Transformasi digital ini secara resmi dimulai dengan 

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik. PERMA tersebut menjadi landasan hukum bagi penerapan 

sistem e-Court yang mencakup empat layanan utama: pendaftaran perkara 

(e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan para pihak 

(e-Summons), dan persidangan elektronik (e-Litigation). 

e-Court pertama memiliki landasan hukum di Indonesia, sejak 

lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan Elektronik PERMA ini menempatkan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia setara dengan Supreme Court di Amerika Serikat, 

Inggris, dan Singapura dalam hal layanan terdigitalisasi. Pelayanan berbasis 

teknologi informasi yang setara dengan negara-negara maju telah 

ditunjukkan oleh PERMA ini, serta sistem peradilan modern lainnya yang 

telah lebih dulu menerapkan Electronic Filing System. Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, M. Hatta Ali meluncurkan secara resmi aplikasi 
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ini pada 29 Maret 2018. Aplikasi ini diharapkan dapat menyederhanakan 

proses persidangan yang rumit dan memakan banyak waktu, usaha, dan 

biaya.  Proses persidangan yang rumit diharapkan dapat dipermudah oleh 

aplikasi ini.7 

Untuk menyempurnakan peraturan tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik telah dicabut oleh Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 

di Pengadilan Secara Elektronik. Pembuatan PERMA ini bertujuan untuk 

memperbarui sistem administrasi perkara dan sidang elektronik di 

Pengadilan. Penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, 

efektif, efisien, dan modern telah diusahakan untuk tercipta melalui PERMA 

ini.  Administrasi perkara dan sidang elektronik diatur dalam PERMA ini, 

yang diterapkan pada perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, serta Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha 

Negara. Pada keempat peradilan tersebut kini menerapkan sistem 

administrasi perkara dan sidang elektronik sesuai dengan ketentuan PERMA 

yang baru.8 

Penyempurnaan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah 
 

7 Diakses dari https://www.hukumonline.com, pada tanggal 23 Oktober 2022 

8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 2 dan 3 

ayat (1) 
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dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui penerbitan PERMA Nomor 7 

Tahun 2022. Tujuan penyempurnaan tersebut adalah peningkatan efektivitas 

administrasi persidangan elektronik. Berbagai aspek dalam PERMA Nomor 

1 Tahun 2019 telah diperbarui dan disempurnakan dalam PERMA Nomor 7 

Tahun 2022. Penyempurnaan meliputi administrasi perkara dan persidangan 

elektronik, panggilan/pemberitahuan elektronik, persidangan elektronik, 

upaya hukum elektronik, pembayaran panjar biaya banding elektronik, 

pengajuan upaya hukum elektronik, dan pembacaan putusan elektronik oleh 

majelis hakim. PERMA Nomor 7 Tahun 2022  menetapkan  proses-proses 

tersebut dilakukan secara elektronik.  

Kedua PERMA tersebut mengatur persidangan elektronik dengan 

didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam tahap 

pelaksanaan pemeriksaan dan persidangan perkara. Penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi di peradilan telah ditetapkan oleh Mahkamah 

Agung sebagai langkah positif untuk memberikan manfaat kepada pencari 

keadilan. Namun, kesenjangan akses teknologi dan rendahnya literasi digital 

di Indonesia telah menimbulkan tantangan baru bagi pelaksanaan 

persidangan elektronik. 

Otentifikasi alat bukti juga menjadi masalah yang muncul dalam 

persidangan elektronik.  Persidangan elektronik memberikan peluang 

pemalsuan alat bukti jika hakim tidak memeriksa langsung dokumen asli 

yang diajukan. Kemungkinan pemalsuan alat bukti  diperbesar oleh sistem 

persidangan elektronik jika tidak dilakukan pemeriksaan dokumen asli 
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secara teliti oleh hakim. Selain itu, persidangan elektronik juga menuntut 

ketelitian dalam proses pengajuan perkara, ketelitian dalam proses 

pengajuan perkara sangat berpengaruh terhadap tahapan dan hasil 

pemeriksaan oleh Majelis hakim, kesalahan upload dokumen saja bisa 

berpengaruh terhadap putusan hakim. Perdebatan mengenai validitas proses 

pemeriksaan saksi dan pembuktian online masih berlangsung. Keraguan atas 

keaslian dokumen dan alat bukti elektronik yang diunggah oleh pihak 

berperkara menjadi salah satu poin utama perdebatan tersebut, terutama jika 

tidak dilakukan pemeriksaan langsung oleh majelis hakim. 

Risiko peretasan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan 

kendala jaringan yang dapat menghilangkan hak hukum pencari keadilan 

harus diantisipasi oleh Mahkamah Agung. Keamanan data yang diinput ke 

dalam sistem dari Mahkamah Agung masih menjadi rujukan dan pedoman 

perhatian utama, karena tidak terjamin sepenuhnya. Sampai saat ini belum 

ada tindakan dari Mahkamah Agung untuk mengantisipasi, dengan 

menetapkan peraturan tentang tindakan pencegahan risiko adminstrasi 

persidangan secara elektronik jika mengalami kendala sambungan jaringan 

atau sistem yang diretas yang berpotensi merugikan masyarakat pencari 

keadilan. 

Pada penelitan ini Penulis melihat dari prespektif hukum responsif, 

teori hukum responsif menjadi pilihan karena teori hukum responsif 

mendapat perhatian besar diantara teori hukum modern. Dengan teori 

hukum responsif, kehidupan masyarakat telah dipertimbangkan secara 
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komprehensif dan efektif dalam penerapan hukum. Realitas sosial telah 

diperhitungkan sebagai landasan dan target hukum yang lebih efektif. 

Pandangan Nonet dan Selznick, seperti yang diutarakan Robert A. Kagan, 

bahwa hukum cenderung tampak menghambat dan kaku, telah mendorong 

pengembangan teori ini. Karya mereka, "Law and Society in Transition 

towards Responsive Law," menjadi rujukan utama.9 Studi hukum seringkali 

mencatat perhatian dan kontroversi seputar krisis otoritas yang 

mempengaruhi institusi publik.  Krisis otoritas yang mempengaruhi institusi 

publik telah menjadi fokus perhatian dan kontroversi dalam studi hukum, 

sebagaimana dicatat oleh keduanya.  

Teori Pound tentang kepentingan sosial, yang dikutip Nonet dan 

Selznick,  telah mengembangkan model hukum yang lebih responsif. Suatu 

model hukum yang lebih responsif telah dikembangkan melalui teori Pound 

tentang kepentingan sosial, sebagaimana dikutip oleh Nonet dan Selznick. 

Mereka berpendapat bahwa badan hukum yang adaptif melihat insentif 

sosial menjadi sumber wawasan dan peluang adanya perbaikan. Nonet dan 

Selznick menegaskan bahwa suatu institusi membutuhkan panduan menuju 

tujuannya, yang menetapkan standar evaluasi praktik dan memungkinkan 

perubahan. Suatu panduan menuju tujuan, yang menetapkan standar untuk 

 
9 Robert. A. Kagan, Introduction to Transaction Edition, dalam Philippe Nonet dan Philip 

Selznick, Law and Society in Transition Towards Responsive Law, (New Jersey: Transcation 

Publishers, 2001), hlm, viii. 
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mengevaluasi praktik yang ada dan memungkinkan perubahan, ditegaskan 

oleh Nonet dan Selznick sebagai kebutuhan suatu institusi.10 

Hukum responsif memiliki penekanan terhadap sembilan (9) konsep, 

yaitu sebagai berikut: (1) Legitimasi keadilan yang mendalam, (2) regulasi 

yang lebih rendah berdasarkan prinsip dan kebijakan, (3) pertimbangan 

yang berfokus pada tujuan, peningkatan kemampuan kognitif, (4) diskresi 

yang luas namun tetap sejalan dengan sasaran, (5) Paksaan, mencari solusi 

alternatif positif seperti insentif sistem kewajiban yang berkelanjutan, (6) 

Moralitas yang mencakup etika sipil dan kerjasama, (7) Politik yang 

menunjukkan penggabungan antara perbaikan hukum dan politik serta 

penyatuan kekuasaan, (8) Harapan akan kepatuhan, dimana pembangkangan 

dipandang sebagai ancaman terhadap legitimasi, (9) Partisipasi dalam 

hukum yang responsif, dimana akses diperluas melalui integrasi advokasi 

hukum dan sosial. 

Berdasarkan pro-kontra terhadap administrasi persidangan elektronik 

di peradilan saat ini, seperti: Pro dan kontra terkait dokumen dan alat bukti, 

proses pemeriksaan saksi dan pembuktian online, serta aturan sistem 

mitigasi risiko pengelolaan administrasi persidangan elektronik. Perdebatan 

mengenai dokumen dan alat bukti, proses pemeriksaan saksi dan 

pembuktian online, serta aturan sistem mitigasi risiko pengelolaan 

administrasi persidangan elektronik telah terjadi. Sehingga perlu meninjau 

dari penekanan hukum responsif terhadap beberapa pro-kontra di atas. 

 
10 Ibid,  
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Diskusi mengenai peningkatan mutu layanan yang baik dilakukan 

peneliti dengan meneliti konsep Hukum responsif, dalam melihat 

administrasi persidangan elektronik. Fokus pembahasannya adalah pada 

administrasi persidangan elektronik, yang meliputi serangkaian proses 

penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, 

intervensi, pengelolaan pembayaran, serta penyampaian panggilan atau 

pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya 

hukum, dan pengelolaan, penyampaian, serta penyimpanan dokumen dalam 

perkara perdata, perdata agama yang dilaksanakan secara elektronik. 

Prosedur penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, 

perlawanan, intervensi, pengelolaan pembayaran, serta penyampaian 

panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, 

penerimaan upaya hukum, dan pengelolaan, penyampaian, serta 

penyimpanan dokumen dalam perkara perdata agama, yang dilaksanakan 

melauli pemanfaatan sistem elektronik di setiap lingkungan peradilan telah 

dijadikan fokus penelitian ini.11 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti 

berfokus pada proses administrasi peradilan dan persidangan secara 

elekronik di Pengadilan agama berdasar pada PERMA Nomor 1 Tahun 2029 

dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Peradilan dan 

Persidangan secara Elekronik.  

Oleh karena itu, administrasi persidangan telah dikaji lebih dalam oleh 

Peneliti.  Aspek biaya, proses persidangan, dan tata kelola waktu pada 

 
11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (6) 
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persidangan elektronik telah diteliti lebih lanjut. Hal ini dilihat berdasarkan 

data yang Peneliti peroleh  dalam ringkasan eksekutif laporan tahunan 2024, 

tercatat penggunaan metode elekronik dalam proses persidangan dalam 

lingkup Peradilan Agama tercatat pada tahun 2020 di Peradilan Agama 

sejumlah 102.690, selama tahun 2021 sebanyak 132.869, di tahun 2022 

sejumlah 177.769 dan di tahun 2023 sebanyak 185.629. dan 2024 sebanyak 

280.806 perkara 

Sejumlah 280.806 untuk e-Court, kemudian e-litigasi, sebanyak 

280.793 atau dalam presentase 99,99%. Selain penggunaan e-litigasi, 

penggunaan layanan di Pengadilan Agama tahun 2024 tercatat sebanyak 

183.409 sebagai pengguna lain serta penggunaan tedaftar sebanyak 19.705 

dengan jumlah perkara perdata yang masuk tercatat sebanyak 594.715, total 

jumlah perkara e-Court yang masuk sebanyak 280.806. Sedangkan pada 

tingkat banding, dalam perkara perdata agama tercatat banyaknya perkara e-

Court yang terdaftar berjumlah 1.659. Sedangkan untuk jumlah perkara 

yang telah diputus sebanyak 1.439.12 Berdasarkan data di atas peneliti akan 

mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan teori hukum responsif. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk menentukan arah dari penelitian ini maka perlu ditentukan 

rumusan masalah, rumusan masalah adalah pertanyaan yang jelas dan 

 
        12 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Tahun 2024, ”Dengan Integritas 

Peradilan Berkualitas”, dalam 

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/laptah2024/buku_laptah_202

4.pdf, halaman 11-129, diakses tanggal 14 Mei 2025 



17 

 

terarah mengenai suatu topik penelitian yang akan dicari jawabannya 

melalui proses penelitian atau pengumpulan data adapun rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : Bagaimana administrasi persidangan elektronik 

di Peradilan Agama dilihat dari perspektif hukum responsif? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, 

sararan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan adminitrasi 

persidangan secara elektronik di Peradilan Agama yang kemudian dilihat 

berdasarkan teori hukum responsif. 

Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian selalu berbanding lurus, jika 

tujuannya tercapai, maka kegunaanya juga akan bermanfaat. Secara teoritis 

dan secara praktis penelitian ini akan bermanfaat sebagaimana berikut: 

1. Aspek teoritik, hasil penelitian ini dimungkinkan untuk memberikan 

wawasan serta ilmu pengetahuan dalam menjawab rumusan masalah 

terkait dengan penerapan administrasi persidangan secara elektronik dalam 

perkara perdata Peradilan Agama (analisis implementasi peraturan 

mahkamah agung nomor 1 tahun 2019). Sangkatlah penting diungkapkan 

karna permasalahan ini menjadi permasalahan yang mengemuka 

dikalangan masyarkat, terkait dengan akses terhadap Pengadilan agama. 

2. Kegunaan praktis, memberikan masukan kepada lembaga Peradilan 

Agama atau Mahkamah Agung sebagai induk dari Peradilan Agama 

tentang penerapan administrasi persidangan secara elektronik dalam 

perkara perdata Peradilan Agama serta memberikan manfaat kepada 
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pembaca terutama mahasiswa untuk dijadikan sebagai refrensi penelitian 

selanjutnya. 

D. Telaah Pustaka 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza 

Adiwijana,13 dengan judul “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik 

dalam Perspektif Hukum Acara Perdata” Penelitian ini telah mengkaji 

proses persidangan elektronik berdasarkan Kitab Hukum Acara Perdata 

(KHAPer).  Metode library research telah diterapkan, dengan pengkajian 

sumber-sumber hukum, buku-buku hukum, dan sumber-sumber pendukung 

lainnya sebagai dasar analisis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

perlaksanaan sidang secara elekronik dalam proses persidangan perdata 

kurang berjalan dengan baik karena pada saat pengambilan keterangan para 

pihak tidak serta merta memiliki jaringan yang memadai dan kurang cakap 

dalam menagkap setiap pertanyaan dari majelis persidangan. 

Kedua, Penerapan E-Court dalam menyelesaikan sengketa perdata di 

Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta dan kontribusinya terhadap 

prinsip Pengadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah telah dibahas 

dalam studi yang telah dilakukan oleh Septyansyah Nur Etikantoro, yang 

berjudul “Implementasi Electronic Court (E-Court) dalam Penyelesaian 

 
13 Muhammad Reza Adiwijana, “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam 

Perspektif Hukum Acara Perdata”, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 

Airlangga Surabaya (2020). 
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Perkara Perdata Dalam Pemenuhan Asas Pengadilan Sederhana Cepat dan 

Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta” 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

implementasi e-Court dalam penyelesaian perkara perdata sudah dapat 

terlaksana dengan baik dan sudah memenuhi keseluruhan asas peradilan 

sederhana, cepat, dan, biaya ringan pada pengadilan negeri di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Saran yang disampaikan yaitu agar meminimalisir 

kendala dan kekurangan dalam implementasi e-Court dan mempertahankan 

pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam e-

Court.14 

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Adibussoleh 

dengan judul “Perspektif Hukum Responsif Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan Di Indoensia Tentang Perkawinan Beda Agama” Penelitian ini 

telah mengkaji bahaimana hukum responsif memandang tentang pernikahan 

beda agama.  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research 

dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan seperti dokumen perundang-

undangan, peraturan pemerintah, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan 

dengan Permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis 

dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan ini 

dipergunakan untuk memperjelas persoalan terkait konsistensi dasar 

 
14 Septyansyah Nur Etikantoro, “Implementasi Electronic Court (E-Court) dalam 

Penyelesaian Perkara Perdata dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya 

Ringan Pada Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Tesis Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2021). 
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filosofis, ontologis dan logika hukum serta kesesuaian antara konstitusi, 

undang-undang dan peraturan pemerintah. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Setiap materi hukum dalam aturan Perundang-undangan 

harus sesuai dengan prinsip dan tujuan dari perkawinan dan tidak 

bertentangan dengan nilai dan aturan agama. Dengan adanya peraturan yang 

jelas tentang perkawinan beda agama tidak akan timbul lagi berbagai tafsir 

sehingga kepastian hukum akan terwujud dan juga sistem hukum di 

Indonesia akan berjalan efektif dan isinya dapat bersifat responsif terhadap 

Permasalahan yang terjadi.15 

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Armada Yusri Nasution 

dengan judul “Efektifitas sidang E-litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa 

Perdata Di Pengadilan Negeri Pekan Baru”  Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian Observational Research atau survey. Dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa efektivitas sidang e-Litigasi dalam penyelesaian 

sengketa perdata sudah memberikan kontribusi terhadap terlaksananya tertib 

pelayanan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien 

serta modern.16 

Kelima Jurnal yang disusun oleh Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi 

Zamahsari, Yan Mahameru dengan judul “ Implementasi Aplikasi E-Court 

Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri 

 
15  Mohammad Adibussoleh, “Perspektif Hukum Responsif Terhadap Peraturan 

Perundang-Undangan Di Indoensia Tentang Perkawinan Beda Agama,” Tesis Fakultas Syari’ah 

Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). 
16 Armada Yusri Nasution, “Efektifitas sidang E-litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa 

Perdata Di Pengadilan Negeri Pekan Baru” Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 

Pekanbaru (2022) 
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Kota Malang” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi literatur. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa 

Mahkamah Agung melalui implementasi e-Court telah mewujudkan 

administrasi publik yang baik.17 

Kontribusi utama penelitian yang akan dikaji ini dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya, baik dalam fokus Permasalahan maupun 

ruang lingkup, telah diidentifikasi berdasarkan telaah pustaka. Pelaksanaan 

electronic court telah dibahas dalam penelitian sebelumnya dari perspektif 

hukum acara dan kaitannya dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, 

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada penerapan administrasi 

persidangan elektronik dalam perkara perdata di Peradilan Agama. 

Meskipun topik electronic court sama, perbedaan signifikan antara kedua 

penelitian telah ditemukan.. 

E. Kerangka Teori 

Hukum yang ideal harus menawarkan lebih dari sekadar proses hukum; 

hukum perlu lebih efektif dan adil, serta memahami keinginan masyarakat dan 

berkomitmen pada keadilan substansial. Lebih dari sekadar proses hukum, 

efektivitas, keadilan, pemahaman terhadap keinginan masyarakat, dan 

komitmen pada keadilan substansial seharusnya ditawarkan oleh hukum yang 

 
17 Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru, “ Implementasi Aplikasi 

E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang” 

Jurnal Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan (2020) 
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ideal.18 Kata lain untuk membahasakan itu adalah hukum harus responsif 

terhadap keadaan, dan mampu menjawab tantangan masyarakat dan 

zamannya.  Hukum responsif menitikberatkan berkaitan dengan hal berikut:19 

1. Tujuan dan dampak bagi kemaslahatan masyarakat harus diprioritaskan 

dalam penyusunan peraturan, prinsip, dan kebijakan hukum, karena 

keadilan substantif, sebagai fondasi legitimasi hukum, diwujudkan melalui 

hal tersebut.  

2. Pengambilan keputusan hukum dianjurkan untuk dilakukan dengan 

menggunakan kebijakan, yang berfokus pada tujuan dan mengutamakan 

sistem kewajiban daripada sistem paksaan. Sistem kewajiban, bukan 

sistem paksaan, diutamakan dalam pengambilan keputusan hukum yang 

dianjurkan menggunakan kebijakan dan berfokus pada tujuan. 

3. Prinsip moral harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum. Penegakan 

hukum menuntut penjunjung tinggi prinsip moral. 

4. Kekuasaan digunakan untuk membantu antusiasme hukum untuk 

menunjang dan memberikan pelayanan pada masyarakat. 

5. Pengabaian ke arah hukum merupakan keraguan atas legitimasi hukum. 

6. Membuka lebar akses partisipasi publik untuk mengintegrasikan advokasi 

hukum dan sosial. 

 
18 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, alih bahasa Raisul Muttaqin, 

(Bandung: Nusamedia, 2007), hlm.6. 

19 Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 207. 
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Diskursus tentang hukum responsif selalu berkembang, wacana untuk 

mengembangkan sistem hukum yang responsif mulai menggeser paradigma 

sistem hukum lama di Indonesia. Perbaikan hukum yang selama ini 

diperjuangkan dan dinantikan seluruh rakyat Indonesia, diharapkan dapat 

terwujud. Kelompok ahli hukum kian masif mempopulerkan teori hukum 

responsif; Satjipto Rahardjo, diantara pakarnya hukum, mengadopsi dan 

mengembangkan teori ini menjadi teori hukum progresif versi Indonesia. 

Hukum progresif, yang selaras dengan perkembangan sebuah aliran 

legal realism, freierechtslehre, sociological jurisprudence, 

interessenjurisprudenz, teori hukum alam, dan critical legal studies, telah 

menentang tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Pendekatan 

ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan sistem hukum kontemporer yang 

seringkali terhambat oleh birokrasi, serta mengurangi dominasi hukum liberal. 

Sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan 

masyarakat diusahakan diciptakan oleh hukum progresif, mengedepankan 

keadilan sosial, dan menghargai perbedaan.20 Setidaknya itu yang tegas di 

sampaikan oleh Satjipto Raharjo. 

 

”Apabila berbicara hukum responsive dengan apa yang disampaikan oleh 

Satjipto Raharjo tentang hukum responsif ada saedikit kemiripan. Hukum 

progresif, sebagaimana diuraikan Satjipto Rahardjo, bersifat responsif. 

Artinya, hukum tidak hanya terbatas pada teksnya, melainkan juga 

mempertimbangkan tujuan-tujuan di luarnya. Konsep ini merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari hukum responsif yang berakar pada 

realisme hukum dan yurisprudensi sosiologis, sebagaimana dijabarkan 

 
20 Luthfiyah Trini Hastuti, ”Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik 

Hukum Nasional di Era Reformasi”, Tesis Universita Sebelas Maret (2007), hlm. 12. 
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Nonet dan Selznick dalam interpretasi mereka terhadap teori Pound tentang 

kepentingan sosial.”21  

 

Hukum responsif adalah tradisi dalam aliran realisme hukum (legal 

realism) serta jurisprudensi sosiologis (sociological jurisprudence) 

mempunyai basis terpenting pada penghilangan batas-batas dalam pemahaman 

hukum. Dilema antara integritas dan keterbukaan dicoba dijembatani oleh 

paradigma ini. Unsur-unsur penting yang mendukung integritas sebuah 

institusi yang responsif dipertahankan secara tegas, sementara kemunculan 

kekuatan-kekuatan baru di sekitarnya tetap diperhatikan. Mekanisme dimana 

keterbukaan dan integritas dapat saling menguatkan diusahakan diperkuat oleh 

hukum responsif dalam konteks ini, meskipun tidak jarang terjadi benturan 

diantara kedua aspek tersebut.22 

Satjipto Rahardjo mengadopsi dan mengembangkan lebih lanjut teori 

hukum responsif diperkenalkan oleh Nonet dan Selznick. Namun, ia enggan 

mengadopsi seluruh konsep yang diajukan Nonet dan Selznick dalam teori 

tersebut. Satjipto menggunakan istilah yang berbeda, yakni hukum progresif, 

namun dengan tegas menyatakan bahwa hukum progresif mempunyai 

karakteristik jenis responsif. Teori hukum responsif yang dijelaskan oleh pakar 

hukum tersebut menjadi acuan bagi Penulis dalam penelitian mengenai 

pelaksanaan e-Court di Pengadilan. Ini berkaitan dengan seberapa jauh hukum 

berkembang seiring pesatnya kemajuan masyarakat, terutama dalam bidang 

teknologi. 

 
21 Ibid, hlm. 13 
22 Ibid, hlm. 26. 
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Guna memperdalam analisis dibutuhkan kerangka teori yang tajam, 

salah satu keguanaan teori adalah sebagai pisau analisis untk membedah suatu 

persoalan sekaligus mencari jawaban pokok-pokok permasalahan. Teori 

menjelaskan, menginterpretasi serta memahami sebuah fenomena yang 

ditemukan melalui hasil penelitian ini.23 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Serangkaian kegiatan pengumpulan data tertulis diaplikasikan 

untuk penelitian ini, yang merupakan penelitian pustaka (library 

research). Jenis penelitian ini berfokus kepada pengumpulan data 

dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, penelitian ini 

melibatkan membaca, mencatat, dan mengolah materi yang relevan. 

Penelitian ini menggunakan sumber dari perpustakaan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini bersifat 

deskriptif karena memberikan gambaran terkait isu-isu yang terkait 

dengan birokrasi di Peradilan Agama di Indonesia. Terutama yang 

berhubungan pada penerapan elektronik court pada Badan Peradilan 

Agama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif, yaitu jenis penelitian 

yang diinginkan untuk memperoleh rekomendasi terkait penanganan 

 
23 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185. 
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suatu masalah tertentu. Karakteristik deskriptif pada penelitian ini 

muncul karena menjelaskan isu-isu relevan dengan birokrasi di 

Peradilan Agama Indonesia. Terutama relevan dengan penerapan 

elektronik Court pada Badan Peradilan Agama di lingkungan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

studi pustaka, yaitu cara mengumpulkan data melalui pencarian dan 

analisis bahan pustaka, seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, 

buletin ilmiah, dan jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini sumber yang 

dibutuhkan berupa literatur baik itu buku maupun peraturan perundang-

undangan, dan/atau Peraturan Mahkamah Agung tentang Penerapan 

Elektronik Court pada Badan Pengadilan Agama di Lingkungan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

4. Sumber Data 

Sebagai penelitian literatur, sumber data yang di gunakan pada 

kajian ini dapat di kategorikan menjadi dua sumber data sebagai berikut:   

a. Sumber data primer berupa sumber rujukan utama penelitian ini 

yang sekaligus menjadi objek penelitian ini, yaitu: PERMA nomor 1 

tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik dan Perubahannya yaitu PERMA 

Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah 
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Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 

b. Literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok persoalan penelitian 

ini diterapkan untuk sumber data sekunder. 

5. Analisis Data 

Dalam analisis data penelitian ini, yang menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif, hubungan timbal balik antar aspek permasalahan 

yang diajukan dikaji. Hal ini dilakukan meskipun tidak ada pedoman 

baku untuk sistematika analisis deskriptif kualitatif. 

Setelah itu, peneliti akan menganalisis data yang telah 

dikumpulkan untuk menghasilkan beberapa kesimpulan dan temuan dari 

penelitian. Dengan kata lain, setelah data yang diperlukan terkumpul 

melalui metode analisis deskriptif kualitatif, langkah berikutnya dalam 

pengolahan dan analisis data adalah peneliti menyusun analisis secara 

induktif. Metode ini didasarkan berdasarkan aturan-aturan khusus yang 

kemudian ditarik sebagai aturan umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama berisi pendahuluan, diantaranya meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan dipaparkan dalam bab ini. 

Bab kedua adalah administrasi peradilan, dalam bab ini membahas 

tentang bagaimana proses administrasi persidangan mengunakan media 
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elektronik sebagaimana yang terkandung dalam PERMA Nomor 7 Tahun 

2022. 

Bab ketiga merupakan konsep hukum responsif. Dalam bab ini akan 

membahas tentang proses administrasi persidangan elekronik di peradilan 

agama yang kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang hukum 

responsif. 

Bab keempat, berisi penerapan administrasi persidangan elektronik di 

Peradilan Agama di Indonesia berdasarakan teori hukum responsif.  

Bab kelima yakni penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan hasil 

penelitian yang memuat tentang simpulan hasil penelitian serta rekomendasi 

secara akademis dan praktis.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan Agama adalah 

langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap 

perubahan zaman. Sebuah sistem hukum yang lebih efisien, inklusif, dan 

berorientasi pada tuntutan sosial telah diciptakan sebagai dampak besar dari 

proses ini, yang bukan sekadar modernisasi teknis. Dengan mengintegrasikan 

prinsip-prinsip hukum responsif, Administrasi persidangan secara elektronik di 

Peradilan Agama ini menjadi solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan 

kompleksitas kehidupan modern.   

Administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan Agama 

mencerminkan implementasi hukum responsif yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat modern. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum dapat beradaptasi 

dengan inovasi teknologi dalam penyediaan layanan yang lebih efisien, efektif, 

transparan, dan inklusif. Prinsip-prinsip hukum responsif, seperti keadilan 

substantif, fleksibilitas regulasi, partisipasi publik, dan keterbukaan terhadap 

perubahan, terwujud nyata dalam administrasi persidangan secara elektronik di 

Peradilan agama. Dengan meminimalkan hambatan jarak, waktu, dan biaya, 

administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan agama memberikan akses 

yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk kelompok yang kurang mampu. 
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Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan privasi data tetap perlu diatasi 

agar prinsip keadilan substantif dapat tercapai sepenuhnya. Digitalisasi ini 

menegaskan bahwa hukum responsif mampu menghadapi tantangan zaman 

dengan mendukung sistem hukum yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada 

kepentingan masyarakat.   

Secara keseluruhan, administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan 

agama merupakan sebuah inovasi yang selaras dengan prinsip hukum responsif. 

Implementasi ini tidak hanya menjadi wujud nyata modernisasi hukum, untuk 

beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Dengan 

pengelolaan yang tepat dan komitmen terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan 

kemaslahatan, Administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan Agama 

diharapkan dapat membawa sistem Peradilan Agama di Indonesia menuju arah 

yang lebih baik, memenuhi harapan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan 

publik terhadap sistem hukum nasional. 

B. Saran  

Administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan Agama tidak 

terlepas dari tantangan yang harus diperhatikan dengan serius. Beberapa hal utama 

yang perlu menjadi fokus dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Keterbatasan infrastruktur: Perlu adanya penambahan insfrastruktur berkaitan 

dengan pengembangan teknologi yang merata di seluruh Indonesia terutama 

untuk daerah-daerah terpencil, agar digitalisasi administrasi Peradilan Agama 

bisa berjalan maksimal di seluruh wilayah Indonesia. 
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2. Peralihan budaya manual ke digital: Perlu adanya sosialisi, edukasi dan 

pemahaman terhadap masyarakat tentang budaya digital yang tang tidak bisa 

dihindari, agar masyarakat dapat memahami dan beralih dari budaya manual 

menuju budaya digital, sehingga penerapa digitalisasi administrasi Peradilan 

Agama berjalan dengan lancar. 

3. Benturan peraturan: Perlu adanya harmonisasi peraturan berkaitan dengan 

digitalisasi administrasi Peradilan Agama, sehingga tidak terjadi benturan 

peraturan yang membuat hambatan berjalannya digitalisasi administrasi 

perkara yang pada akhirnya masyarakat yang menerima dampak dari 

hambatan tersebut. 

4. Kesenjangan digital baik berkaitan dengan akses internet maupun berkaitan 

dengan kemampuan sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi: 

Perlu ada solusi untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi, seperti 

program subsidi internet atau perangkat digital bagi masyarakat kurang 

mampu, pendidikan dan pemahaman terhadap penguasaan teknologi jika perlu 

disisipkan dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini agar penguasaan 

teknologi lebih merata bagi seluruh masyarat di Indonesia.   

5. Keamanan Data: Sistem e-Court harus dilengkapi dengan teknologi 

pengamanan data, seperti penggunaan firewell, anti virus, dan penggunaan 

sistem deteksi intrusi, yang canggih untuk melindungi data dan informasi 

pribadi pengguna dan mencegah kebocoran data yang dapat disalah gunakan 

oleh pihak tertentu sehingga dapat merugikan masyarakat.   
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6. Peningkatan Literasi Teknologi: Masyarakat, khususnya yang belum terbiasa 

dengan teknologi, perlu diberikan edukasi tentang cara mengakses layanan e-

Court agar tidak terjadi eksklusi digital.   

7. Evaluasi dan Umpan Balik: Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala 

terhadap sistem e-Court dengan memperhatikan masukan dari pengguna, 

praktisi hukum, dan akademisi untuk memastikan sistem ini terus relevan dan 

efektif.   

Sistem hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat modern dapat diwujudkan secara signifikan melalui 

perkembangan digitalisasi administrasi Peradilan Agama yang lebih optimal, yang 

dicapai dengan memperhatikan saran-saran di atas 
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